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Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam
ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on
The Rights of The Child (Konvens tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi
pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut
belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri
menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi
pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan
metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta
melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari
hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak
luar negeri di Indonesia adal ah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi
anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang
Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri,
khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih
harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak
pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat padatidak jelasnyaimplementasi pemenuhan hak
pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama
ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri
baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan
pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus
sebagai pengungsi luar negeri.

...... As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by
the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the
Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without
exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee
children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian
law. Asaresult, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for
refugee children abroad under Indonesian legal provisions, aswell as accessto fulfilling the right to
education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs
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the socio-legal method, which includes observing and interviewing severa informants, as well as conducting
document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the
provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989
Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on
provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian
government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education
rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as
insufficient, and further development is required because, in the absence of alegal framework that
specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the
fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of accessto the
education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing
access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education
that should be inherent in every child, including refugee children.



